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Lampiran 4 Instrumen Pedoman Wawancara

Analisis Pengar uh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Standar
Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Aplikas Keuangan Tingkat Instansi
terhadap Opini WTP (Studi Kaus pada Direktorat Jenderal Pemasyar akatan

Kemenkumham)

Naarasumber: Kasubbag Perbendaharaan; Bagian Pengelola K euangan dan Bagian

Akuntans dan Pelaporan
Instansi: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM
Daftar Pertanyaan \Wawancara

A. Mempertahankan Opini WTP
1. Apa sga faktor yang berpengaaruh dalam mepertahankan opini WTP
yang diperoleh selama 15 tahun berturut — turut?
2. Apaupayayangdilakukan untuk memperoleh opini WTP?
3. Apasgakendala yang dihadapi dalam mempertahankan opini WTP?
B. Penerapan Sistem Pengendalian Internal
1. Bagaimana sistem pengedalian internal yang diterapkan di Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan?
2. Bagaimana mekanisme kontrol dan pemantauan yang dilakukan pada
setiap tahapan pelaporan keuangan?
3. Bagaimanainstans memastikan kepatuhan terhadap Standar Akuntans
Pemerintahan (SAP) dan peraturan lainnya terkait dalam penyusunan

laporan keuangan?
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VI

Apakah pengendalian internal sudah dilakukan secara efektif? Dan
apa sgja kendalayang dihadapi dalam mel aksanakan pengedalian
inetrnal ?

Apakah sistem pengendalian internal sangat penting dilakukan untuk
memperoleh opini WTP?

Apakah pengendalian intern sangat penting dilakukan untuk mendapat

WTP?

C. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

1.

Sglauh mana pemahaman pegawai terhadap Standar Akuntans
Pemerintahan?

Apakah laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai denga
Standar Akuntansi Pemerintahan?

Apa sgja kendala yyang dihadapi dalam menerapka Standar
Akuntansi Pemerintahan?

Bagaimana upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Standar
Akuntansi Pemerintahan?

Apakah Standar Akuntansi Pemerintahan sangat penting dan

berpengaruh dalam mendapatkan opini WTP?

D. Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instans

1.

2.

Apa perbedaan SAKTI dengan SAIBA? Apakah penggunaan SAKTI
lebih efektf daripada SAIBA?

Apasgakendala yang dirasakan saat menggunakan SAKTI?

3. Apakah jika ada kesalahan input data di SAKTI bisadiperbaiki?
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4. Apaparapegawal sudah mendapatkan pelatihan tentang carapenggunaan
SAKTI? dan apakah para pegawa sudah memahami dan menguasai
penggunaan SAKTI/

5. Apakah penggunaan SAKTI berpengaruh untuk memperoleh opini

WTP?



Lampiran 5 Transkip Wawancara

Analisis Pengar uh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Standar
Akuntans Pemerintahan dan Sistem Aplikas Keuangan Tingkat Instansi
dalam memperoleh opini WTIP (Studi Kasus pada Direktorat Jender al

Pemasyar akatan Kemenkumham)

Narasumber : Ika Rah Utami (Kasubbag Perbendaharaan)
Instamsi : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Daftar
Pertanyaan Wawancara

Opini WTP

1. Apasgjafaktor utama sehingga dapat mempertahankan opini WTP selama 15

berturu - turut?

Jawab : Untuk mempertahankan opini WTP mungkin ada faktor yang
mempengaruhi, seperti pengendalian internal yang baik. Karena seperti yang
kita tahu kalau pengendalian internal itu melakukan pengawasan dari awal
perencanaan sampal akhir pelaporan. Jka pengendalian internalnya baik tentu
kualitas laporan keuangannya juga bak. Selain itu juga kepatuhan terhadap

aturan aturamn juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan kita.

. Apaupaya yang dilakukan untuk memperoleh opini WTP?

Jawab : Upaya untuk memperoleh opini WTP itu bisa dilakukan dengan
meningkatkan pengendalian internal yang efektif. Pengendalian interna ini
dapat membantu mengidentifikasi atas temuan — temuan pada laporan

keuangan. Selanjutnya jika adatemuan yang diberikan oleh BPK pada laporan



keuangan sebelumnya, kami akan menindaklanjuti temuan tersebut secara
aktif. Kami juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk
memastikan bahwa semua prinsip — prinsip standar akuntansi pemerintahan
sudah diikuti dengan baik.

3. Apasgakendalayang dihadapi dalam mempertahankan opini WTP?
Jawab : Mungkin ada beberapa kendaa ketika kita mempertahankan opini
WTP ini salah satunya adal ah keterbatasan sumber daya manusia. Jika anggota
tim yang kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang pengendalian
internal, standar. akuntansi pemerintahan dan aeplikas untuk melakukan
pelaporan keuangan, maka hal ini dapat menghambat proses penyusunan
laporan keuangan yang berkualitas.

Pengendalian Intern

1. Bagamanasistem pengendalian intern yang diterapkan?
Jawab : Untuk pengendalian internal di Ditjenpas sudah dilaksankan dengan
baik. Pengawasan dilakukan dari awa perecanaan hingga pelaporan. Jadi
pengawasan tidak hanyadilakukan di awal saja Sampai akhir pun pengawasan
tetap dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang kami buat
sudah sesuai dengan prosedur dan tidak ada kesalahan.

2. Bagaimana mekanisme kontrol dan pemantauan yang dilakukan pada setiap
tahapan?
Jawab ; Seperti yang sudah saya katakan tadi kalau pengendalian interna ini
dilakukan dari awa sampai akhir. Pengawasan internal dilakukan oleh unit

pengendalian intern atas pelaporan keuangan atau yang kita sebut dengan
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PIPK. PIPK ini bertugas untuk mengawas dan memantau pelaksanaan
anggaran dan penggunaan sumber daya secara berkala untuk memastikan
laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagaimana organisasi memastikan kepatuhan terhadap Standar Akuntans
Pemerintahan (SAP) dan peraturan terkait lainnya dalam penyusunan laporan
keuangan?

Jawab : Melakukan monitorning dan evaluasi secara berkala

Apakah pengendalian intern sudah dilakukan secara efektif?

Jawab : Sampai saat ini pengendalian internal pada Ditjenpas dilakukan sudah
cukup efektif

Apasaja kendalayang dihadapi dalam melaksanakan pengendalian intern?
Jawab : Sering kali tidak ada tindak lanjut yang cukup setelah pelatihan
pengendalian intern kepada pegawai untuk menjamin bahwa pengetahuan yang
diperoleh digunakan dalam praktik sehari-hari. Pengendalian internal mungkin
tidak akan terpengaruh secara signifikan oleh pelatihan jika tidak ada tindak
lanjut

Apakah pengendalian intern sangat penting dilakukan untuk mendapat WTP?
Jawab : Pengendalian intern sangat penting dilakukan karena penyusunan
laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
difasilitasi oleh pengendalian internal yang efisien. Sistem pengendalian
internal yang efektif dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan.
K esalahan dalam pelaporan dan pencatatan keuangan dapat dikurangi dengan

bantuan pengendalian internal yang kuat. Pencapaian opini WTP juga dapat
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didukung dengan mengurangi kemungkinan terjadinya ketidakwajaran dalam

laporan keuangan melalui penerapan prosedur dan pengendalian yang jelas.

Standar Akuntansi Pemerintahan

1

Sejauh mana pemahaman para pegawai terhadap SAP?

Jawab : Pegawai yang menyusun laporan keuangan sudah pasti memahami apa
itu SAP karena untuk menyusun |aporan keuangan SAP itu sangat penting dan
sangat diperlukan

Apakah |aporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan SAP?

Jawab : Kalau dilihat dari hasil audit BPK yang dimana kami mendapat opini
WTP, harusnyasemuanya sudah sesuai dengan SAP.

Apasgja kendalayang dihadapi dalam menerapkan SAP?

Jawab : Adabeberapapegawai yang belum begitu memahami penerapan SAP.
Terutama mereka yang memiliki latar belakang di luar bidang akuntansi.
K esal ahan dalam penerapan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan
standar yang diakui dapat timbul dari hal ini.

Bagal mana upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap SAP?

Jawab . Memberikan pelatihan yang sering dan berkel anjutan kepada pegawai
tentang SAP dan prosedur akuntansi yang balk. Pemahaman menyeluruh
tentang konsep SAP dan bagaimana konsep tersebut digunakan dalam
pembuatan laporan keuangan harus menjadi bagian dari pelatihanini.

Apakah SAPini penting dan beperngaruh dalam mendapat opini WTP?
Jawab : SAP penting. SAP itu kan Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP ini

penting, sangat penting. Karena SAP ini diklasifikasikan akun — akunnya
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SAKTI

1.

Apa bedanya SAKTI dan SAS? lebih mudah menggunakan SAKTI atau
SAS?

Jawab : Ada bedanya. Dulu kalau SAS itu terpisah — pisah. Ada SAS sendiri,
SILABI sendiri dan SIMAK BMN sendiri. Kalau sekarang jadi satu di SAKTI.
Mulai dari perencanaan sampai kinerjaitu sesmuaadadi SAKTI. Menurut saya
lebih mudah menggunakan SAKTI karena modul-modul yang kami butuhkan
terintegras di dalam aplikasi SAKTI. Setiap input terstruktur dan pelacakan
menjadi sederhana. Aplikasi ini memungkinkan penyesuaian yang dapat
dilakukan jika ada akun atau nominal yang salah diisi. Aplikasi ini berbeda
dengan sistem sebelumnya yang lebih manual dan terpisah.
Apasajakendalayang dirasakan saat menggunakan SAKTI?

Jawab : SAKTI itu memerlukan koneks internet yang baik. Jika internet yang
digunakan kurang baik, maka dapat menghambat proses pe nginputan di
SAKTI. Selainitu, juga sering terjadi |cading yang sangat lama saat mengakses
menu tertentu dalam SAKTI.

Apakah kalau ada kesalahan input data bisa diperbaiki?

Jawab : Kalau ada salah pencatatan, bisadiperbaiki di SAKTI.

Apa para pegawal sudah memahami cara penggunaan SAKTI? dan apakah
ada pel atihannya?

Jawab : Pelatihan ada waktu awal — awa SAKTI digunakan.

Apakah penggunaan SAKTI berpengaruh untuk mendapatkan opini WTP?

Jawab : Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecuaian (WTP) pada laporan
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keuangan secara signifikan dipengaruhi oleh penergpan Sistem Aplikas
Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Aplikas ini menggunakan metode
akuntansi akrual, yang menjamin pencatatan yang akurat atas semua transaksi

dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.
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Analisis Pengar uh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Standar

Akuntans Pemerintahan dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat | nstansi

dalam memper oleh opini WTIP (Studi Kasus pada Direktorat Jender al

Pemasyar akatan K emenkumham)

Narasumber : AnggiaSiahaan (Staff Akuntans dan Pelgporan)

Instamsi : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Daftar

Pertanyaan \Wawancara

Opini WTP

1. Apasgafaktor utama sehingga dapat mempertahankan opini WTP selama 15

2.

berturu - turut?

Jawab : Untuk mempertahankan opini WTP mungkin ada faktor yang
mempengaruhi, seperti pengendalian internal yang baik. Karena seperti yang
kita tahu kalau pengendalian internal itu melakukan pengawasan dari awal
perencanaan sampal akhir pelaporan. Jika pengendalian internalnya baik tentu
kualitas laporan keuangannya juga balk. Selain itu juga kepatuhan terhadap

aturan aturamn juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan kita.

Apaupaya yang dilakukan untuk memperoleh opini WTP?

Jawab : Upaya untuk memperoleh opini WTP itu bisa dilakukan dengan
meningkatkan pengendalian internal yang efektif. Pengendalian interna ini
dapat membantu mengidentifikasi atas temuan — temuan pada laporan
keuangan. Selanjutnyajika adatemuan yang diberikan oleh BPK pada laporan

keuangan sebelumnya, kami akan menindaklanjuti temuan tersebut
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secara aktif. Kami juga melakukan monitoring dan evaluas secara berkala
untuk memastikan bahwa semua prinsip — prinsip standar akuntansi
pemerintahan sudah diikuti dengan baik.

3. Apasgakendaayang dihadapi dalam mempertahankan opini WTP?
Jawab : Mungkin ada beberapa kendaa ketika kita mempertahankan opini
WTP ini salah satunya adal ah keterbatasan sumber dayamanusia. Jika anggota
tim yang kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang pengendalian
internal, standar akuntansi pemerintahan dan aplikasi untuk melakukan
pelaporan keuangan, maka hal ini dapat menghambat proses penyusunan
laporan keuangan yang berkualitas.

Pengendalian Intern

1. Bagamanasistem pengendalian intern yang diterapkan?
Jawab : Di Direktorat Jendera Pemasyarakan ada tim independen yang
melakukan pengendalian internal dimana. tim ini berasal dari luar yang
berhubungan dengan laporan keuangan. Mereka akan melakukan pengecekan.
Tetapi tidak semua secara laporan keuangan. Hanya dipilih beberapa akun —
akun krusial. Misalnya perjalan dinas atau transfer.

2. Bagaimana mekanisme kontrol dan pemantauan yang dilakukan pada setiap
tahapan?
Jawab : Pengendalian internal sendiri itu dilakukan dari awal penganggaran
sampa dengan pelaporan. Pengendalian internal ini mengawasi dan
memastikan bahwa laporan keuangan sudah sesuai dengan SAP yang

diterapkan.
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3. Bagaimana organisas memastikan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) dan peraturan terkait lainnya dalam penyusunan laporan
keuangan?

Jawab : Melakukan monitorning dan evaluasi secaraberkaa

Apakah pengendalian intern sudah dilakukan secara efektif?

Jawab : Pengendaian interna yang dilakukan di Ditjenpas sendiri sudah
cukup baik.

Apasajakendaayangdihadapi dalam melaksanakan pengendalian intern?

Jawab : Sering kali tidak ada tindak lanjut yang cukup setelah pelatihan
pengendalian intern kepada pegawai untuk menjamin bahwa pengetahuan
yang diperoleh digunakan dalam praktik sehari-hari. Pengendalian internal
mungkin tidak akan terpengaruh secara signifikan oleh pelatihan jika tidak
ada tindak lanjut

Apakah pengendalian intern sangat penting dilakukan untuk mendapat WTP?
Jawab : Pengendalian intern sangat penting dalam memperoleh opini WTP.
Karena pengendalian interna sendiri tidak terlepas dari SAP. Fungs dari
pengendalian internal sendiri memastikan bahwa SAP yang dikerjakan dalam

instansi adalah PSAK.

Standar Akuntansi Pemerintahan

1.

Sejauh mana pemahaman para pegawai terhadap SAP?
Jawab : Pegawa yang menyusun laporan keuangan sudah pasti memahami
apaitu SAP karenauntuk menyusun laporan keuangan SAPitu sangat penting

dan sangat diperlukan
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2. Apakah laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan SAP?

Jawab : Secara standar sudah sesuai. Sekarang ada yang namanya PIPK,
Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan. Jadi itu yang cukup sangat
membantu. Runtutan transaks keluar itu dikumpulkan dan diverivikas oleh
pgabat — pgabat yang memilki kepentingan. Jadi sebenarnya standar
akuntansinya sudah sesuai dengan PSAK.

3. Apasgakendalayang dihadapi dalam menerapkan SAP?

Jawab : Ada beberapa pegawa yang belum begitu memahami penerapan SAP.
Terutama mereka yang memiliki latar belakang di luar bidang akuntansi.
Kesalahan dalam penerapan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan
standar yang diakui dapat timbul dari hal ini.

4. Bagaimanaupayauntuk meningkatkan kepatuhan terhadap SAP?

Jawab : Memberikan pelatihan yang sering dan berkel anjutan kepada pegawai
tentang SAP dan prosedur akuntansi yang-baik. Pemahaman menyeluruh
tentang konsep SAP dan bagaimana konsep tersebut digunakan dalam
pembuatan laporan keuangan harus menjadi bagian dari pelatihan ini.

5. Apakah SAPini penting dan beperngaruh dalam mendapat opini WTP?
Jawab : SAP penting. Tetapi SAP hanya membantu WTP tapi BPK sebagai
auditor juga mempunyai standar mereka sendiri.

SAKTI

1. Apabedanya SAKTI dan SAIBA? Iebih mudah menggunakan SAKTI atau
SAS?

Jawab : SAKTI dengan SAIBA berbeda. Karena pada masa sebelumnya itu
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sistem keuangan pemerintah belum bebrasis akrual masih berbasis kas. Jadi
semua yang tercatat adalah ketika dananya sudah keluar. Kalau sekarangkan
berbasis akrual, wal aupun uangnya belum keluar, aset yang dibeli sudah harus
dicatat. SAIBA itu tidak berbasis web, tetapi SAIBA itu aplikasi jadi
penggunaannya bisa offline. Sedangkan SAKTI berbasis web karenaagar satu
pintu sgja. Jadi semua linear, tidak lagi sistem pencatatan manual.Masing —
masing bagian dia akan mel akukan pekerjaanny, nanti ujungnyaadalah laporan
keuangan.
Lebih mudah menggunakan SAKTI. Karena SAIBA selamaini rekonsiliasinya
manual. Kita membandingkan data secara manual antara laporan BMN sama
laporan keuangan kita bikin secara manual. Misal belanja modal, kita harus
bandingkan dulu BMN catat berapa rupiah yang jadi aset pada tahun berjalan,
berapa rupiah yang kita keluarkan dalam bentuk kas. Kaau sekarang karena
web basis, jadi Kita tidak perlu rekonsiliasi-secara manual. Jadi  semua
langsung "ke data dalam laporan SAKTI apakah
pencatatan asetnya sama dengan dana yang dikeluarkan. Jadi lebih mumpuni
memakai SAKTI.

1. Apasgakendalayang dirasakan saat menggunakan SAKTI?
Jawab : Kendalanya sebenarnya ada beberapa hal SAKTI belum bisa
menampung. Misalnya kita harus masih melakukan jurnal manual terhadap
hutang. Karena dari kemenkeu sendiri SAKTI masih daam proses
pengembangan.

2. Apakah kalau ada kesalahan input data bisa diperbaiki?
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Jawab : Kalau ada kesalahan, biasanya SAKTI nya akan langsung mendetect
apa sga yang saah. Misal penggunaan akun belanja yang salah, pencatatan
kodefiki barang yang salah . Jadi SAKTI itu mendeteksi kesalahan yang terjadi
padasaat transaksi dilakukan. Jika SPM sudah keluar tetapi terdapat kesalahan,
masih bisa diperbaiki tapi bukan dihapuskan dengan sistem. Kita yang
mengajukan bahwa terjadi kesalahan dan perlu perbaikan. Tapi biasanya
kesalahan tetap tidak terdeteksi. Jad tidak otomatis kesalahan itu alkan
terhapuskan. K esalahanakan tetap terdeteksi tapi ketika dilakukan pembenaran
akan ada akun kontra yang menghapuskan kesalahan itu. Jadi semua jejak
historikal salah dan benar ada di SAKTI. Jadi bisa terlihat siapa sga yang
melakukankan kesalahan dan kapan kesalahan itu terjadi.

Apa para pegawal sudah memahami cara penggunaan SAKTI? dan apakah
ada pel atihannya?

Jawab : Pelatihan dilakukan pada saat SAK Tl -akan diluncurkan. Sesekali ada
pel atihan kalau adainformasi tambahan dari KPPN

Apakah penggunaan SAKTI berpengaruh untuk mendapatkan opini WTP?
Jawab : Menurut saya, SAKTI setengah — setangah™1 antara berpengaruh atau
tidak. Karenakalau bicaraWTP, muaranyaadadari siste pengendalianinternal.
Jadi SAKTI hanya akan mengakomodir apa yang sistem pengendalian internal
lakukan. Enaknya penggunaan SAKTI hanya karena semua transaksi tercatat
secara jelas sudah tidak bisa ada data — data yang disembunyikan. SAKTI
hanya mengakomodir bahwa data tersgji secara real. Mungkin SAKTI

berpengaruh terhadap opini WTP tetapi hanya kecil. SAKTI bukan menjadi
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faktor utamatetapi hanya membantu saja dalam memperoleh opini WTP.
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Analisis Pengar uh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Standar
Akuntans Pemerintahan dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat | nstansi
dalam memper oleh opini WTIP (Studi Kasus pada Direktorat Jender al

Pemasyar akatan K emenkumham)

Narasumber . Danik Purbaya (Staff Pengelola Keuangan)

Instams . Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham

Daftar Pertanyaan Wawancara

Opini WTP

1. Apasgafaktor utama sehingga dapat mempertahankan opini WTP selama 15

berturu - turut?

Jawab : Opini WTP diperoleh atas kerja keras dari semua lini agar laporan

keuangan yang disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material.

Upaya untuk mempertahankan opini WTP sebagai_berikut:

a Melakukan pendampingan terhadap Satuan Kerja atau Unit Akuntansi
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)
Pendampingan ini berupa pendampingan rekonsilias data laporan
keuangan satker (SAKTI) dengan data laporan keuangan Kementerian
Keuangan (SPAN) (sesuai dengan jadwal) dan pendampingan ketika
penyusunan laporan keuangan periodik (Semesteran, Tri Wulan I,
Tahunan Unaudited, dan Tahunan Audited).

b. Berkoordinas dan berkosultass dengan tim pendamping dari LKPP
Kemenkeu dan Biro Keuangan Kementerian

Apabila ada masalah terkait dengan penyusunan laporan keuangan baik



XXI1

ditingkat satker atau eselon 1 kami selalu berkoordinasi dengan tim
pendamping dari LKPP Kemenkeu dan Biro Keuangan Kementerian. Hal
ini kami lakukan untuk mencegah adanya kesalahan material dalam
laporan keuangan.
c. Memberikan penjelasan yang memadal atas catatan laporan keuangan dan
datayang memadai atas data laporan keuangan yang disajikan.
d. meningkatkan kepatuhan.terhadap peraturan perundang-undangan
e. memahami dan menerapkan SAP
f. optimalisas monitoring dan evaluas melalui aplikasi MonSakti
g. peningkatan pengelolaan keuangan dan BMN yaitu dengan:
1) Kecermatan dan konsistenss daam melakukan pengawasan
serta pengendalian;
2) Menerapkan pengendalian internal atas pelgporan keuangan
3) Penertiban dan pengawasan atas penatausahaan persediaan dan aset;
4) Penyetoran ke kas negara atas kelebi han pembayaran pekerjaan;
5) Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan para pengelola
keuangan dan BMN;
6) Koordinas dengan pihak internal maupun eksternal
Apaupaya yang dilakukan untuk memperoleh opini WTP
Jawab : Upaya untuk memperoleh opini WTP sama seperti upaya untuk
mempertahankan opini WTP seperti pada jawaban atas pertanyaan pada poin
1

Apasgakendala yang dihadapi dalam mempertahankan opini WTP?
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Jawab :

a. Kesulitan tim ketika meminta data dukung dan penjelasan (lampiran atau
rincian atas akun yang ada di laporan keuangan) terhadap satker yang
bersangkutan;

b. Temuan yang berulang. Hal ini harus menjadi perhatian bagi semua pihak
atas akun-akun yang menjadi temuan berulang dalam proses pemeriksaan
laporan keuangan, sehingga hal-hal seperti ini bisa dicegah atau
dihilangkan.

Pengendalian Intern
1. Bagamanasistem pengendalian intern yang diterapkan?

Jawab : Mulal tahun 2022 menerapkan pengendalian internal atas laporan

keuangan. Pada tahun ini, pengendalian internal atas laporan keuangan

dilakukan terhadap akun Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota,
transfer masuk, dan transfer keluar.

2. Bagaimana mekanisme kontrol dan pemantauan yang dilakukan pada setiap
tahapan?

Jawab : Mekanisme kontrol yang kami |akukan diantaranya:

a. Lingkungan pengendaian
Orang yang diberikan tugas untuk menyusun laporan keuangan adalah
orang yang paham betul terhadap laporan keuangan. Hal ini dapat dilihat
dari back ground pendidikan tim yang masuk ke dalam tim penyusun
laporan keuangan. Selain ini, juga sering dilakukan pelatihan baik itu

online ataupun offline untuk mengikuti perkembangan dunia pelaporan
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keuangan pemerintah.
b. Penilaianrisiko
Dalam melakukan penilaian risiko, kami melakukan analisis terhadap
akun-akun yang sering terdapat temuan pemeriksaan atau ada potens
temuan.
c. Aktivitas pengendaian
Aktivitas pengendalian yang kami.| akukan diantaranya adal ah:
1) Meakukan pengkajian atas akun yang sering menjadi temuan,
2) Menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi. pemeriksa sebelumnya;
3) Melakukan pendampingan.
d. Informas dan komunikasi
Secara garis besar, penggunaan SAKTI yang terintegrasi dari proses
penggaran sampal dengan proses pelaporan adalah salah satu langkah
pemerintah untuk mel akukan pengendalian:
e. Pemantauan
Pemantauan internal atas pengendalian internal dalam laporan keuangan
dilakukan dengan evaluas
3. Bagaimana organisasi memastikan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) dan peraturan terkait lainnya dalam penyusunan laporan
keuangan?
Jawab : Dengan melakukan pendampingan kepada operator, monitoring dan
evaluas melaui aplikasi MonSakti, melakukan pengawasan, serta menerapkan

pengendalian internal atas pelaporan keuangan.
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4. Apakah pengendalian intern sudah dilakukan secara efektif?
Jawab : Sgauh ini pengendalian internal yang dilakukan sudah efektif.

5. Apasgakendaayang dihadapi dalam melaksanakan pengendalian intern?

Jawab : Belum adanya pelatihan keseluruhan dan komprehensiv terhadap
seluruh pegawai yang terlibat dalam proses laporan keuangan

6. Apakah pengendalian intern sangat.penting dilakukan untuk mendapat WTP?
Jawab : Pengendalian internal adalah salah kompenen yang penting untuk
mendapat opini WTP atas |aporan keuangan. Karena pengendalian internal
adalah level paling awal untuk memitigasi restko dan membuat langkah-

langkah yang untuk menghilangkan atau meminimalkan resiko

Standar Akuntansi Pemerintahan

1. Segauh manapemahaman para pegawal terhadap SAP?
Jawab . Secara garis besar, pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan
laporan keuangan sudah memahami SAP

2. Apakah laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan SAP?
Jawab : Laporan keuangan sudah disajikan sesuai dengan SAP

3. Apasgakendaayang dihadapi dalam menerapkan SAP?
Jawab : Masih adayang belum memahami basis akrua khususnya beban yang
masih harus dibayar dan pendapatan sewa diterima di muka sehingga sebagai
tim eselon 1 kami harus optimal melakukan monitoring dan memberikan
pemahaman kepada operator satker

4. Bagaimanaupaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap SAP?

Jawab : Melakukan monitoring dan memberikan pemahaman kepada operator
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satker yang belum memahami SAP

5. Apakah SAPini penting dan beperngaruh dalam mendapat opini WTP?
Jawab : lya. SAPini penting dan beperngaruh dalam mendapat opini WTP. UU
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa
bentuk dan is laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD

disusun dan disgjikan sesuai dengan SAP

SAKTI
1. Apabedanya SAKTI.dan SAIBA? |lebih mudah menggunakan SAKTI atau

SAS?

Jawab : SAKTI atau Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi dan SAIBA

atau Sistem Akuntansi Berbasis Akrual memiliki perbedaan diantaranya:

a SAKTI adalah sistem informasi yang berbasis web atau online dan
bisadiakses dimana sga dan kapan sgja, sedangkan SAIBA adalah
sistem informasi berbasis divais sehingga hanyabisadiaksis di komper yang
terinstal;

b. SAKTI adalah dstem informasi keuangan yang terintegras mulai dari
penggaaran, pel aksanaan, pertanggungjawaban, sampai dengan pelaporan.
Sedangkan SAIBA adalah sistem informasi yang hanya digunakan untuk
proses pelaporan;

c. Karenaterintegrasi, semua transaksi keuangan terjadi baik itu anggaran (dipa
awal, diparevis), realisas anggaran (penerimaan maupun pengeluaran) atau
pertanggungjawaban yang mengakibatkan perubahan saldo dalam laporan

keuangan akan otomatis terjurnal dan terposting ke dalam buku besar dan
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laporan keuangan pada SAKTI modul Akuntansi dan Pelaporan. Sedangkan

SAIBA, karenatidak terintegrasi, transaksi keuangan tidak langsung ter update

dalam SAIBA.

L ebih mudah mana menggunakan SAKTI atau SAIBA? Sebenarnya masing-

masing mempunyal kelebihan dan kekurangan, tetapi secara garis besar Iebih

mudah menggunakan SAKTI dan data yang disgjikan juga lebih real time

dibangkan SAIBA.

Apasajakendala yang dirasakan saat menggunakan SAKTI?

Jawab : Kendala yang dihapi ketika menggunakan SAKTI diantaranya adalah:

a. Harus terus terkoneks internet untuk dapat bisa mengakses sistem, jadi
ketika kita berada di tempat yang susah jangkauan internetnya akan
menjadi sedikit masalah;

b. SAKTI kadang suka sering dilakukan maintenance yang kadang
cukup lama.

Apakah kalau ada kesal ahan input data bisa diperbaiki?

Jawab : Bisa. Apabilaterjadi kesalah input dapat diperbaiki baik itu melaui

prosedur secara kas basis yaitu perubahan melalui koreksi ke KPPN atau

koreks akrual basis dengan cara perbaikan data pada modul SAKTI yang

bersangkutan, misalnya: jika ada salah jurnal apabila belum diposting bisa

dihapus.

Apaparapegawai sudah memahami cara penggunaan SAKTI? dan apakah ada

pel atihannya?

Jawab : Sgauh ini, para pegawa yang terlibat dalam pelaporan sudah
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memahami cara penggunaan SAKTI. Ada pelatihannya. Sebelum aplikasi ini
digunakan, ada pelatihan. Selain itu jika ada update aplikasi dan juknis baru
serta pada waktu-waktu tertentu seperti saat akan menyusun laporan keuangan
terdapat sosiadisasi baik melalui zoom, vidoe di youtube maupun secara offline.
Apakah penggunaan SAKTI berpengaruh untuk mendapatkan opini WTP?

Jawab : Penggunaan SAKTI berpengaruh terhadap opini WTP. Dengan adanya
SAKTI juga sangat membantu dalam menyajikan laporan keuangan yang lebih
real time dan akurat akuntabel Mungkin SAKTI berpengaruh terhadap opini
WTP tetapi hanya kecil. SAKTI bukan menjadi faktor utama tetapi hanya

membantu sajadalam memperoleh opini WTP.
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DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENJELASAN UMUM

3)

4)

5)

7l

8)

9)

10}

DASAR HUKUM
Uindang-Wndang Nomar 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Urdang Nomor 1 Tahun 2004 ientang Perbendaharaan Negara,

Faaturan Pemerntah Nomor 71 tehury 2000 tentang Standar Akuntansi
FPamarintahan:

Peralliran Pemerintah Nomor 8 Tahum 2008 tentang Pelaporan
Keuanogan dan Kinerja Instansi Pemearintah;

Feraturan Menteri Keuangan Nomor 22FPME.0S2018 Tahun 2016
Tentang Pedoman Penyusunan dan Pemyampaian Laporan Keuangan
Kemanizran Negara/Lembaga

Peraturan, Menteri  Keuangan Nomor224/PMEIOSZ0168 Tabhun 2016
Temang. Pefubahan  atas Peraturan Mentefl  Keuvangan Nomor
219/PMK.052013 Tentang KebijgkanAkuntansi Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PME.05/2016 Tahun 2016
Tentang Panarapan Standar Akuntansi Pemariniah Berbasis Akrual pada

Pemerintah Pusatl

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor @ 41 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor ; 42 Tahun 2021 tentang
Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas
Koordinator Jabatan Fungsional;

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Momor @ M.HH-03.PR.01.04 Tahun
2015 tentang Petunjuk PFelaksanaan Perencanaan Penganggaran,
FPengelolaan Keuangan, dan Barang Mililk MNegara serla Laporan

Hal | 8
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Biradetorat denderal Pemosyarakaton

Clatatorn adis Laporon Kewongon - Pevgielissorn [lmom
Por &§ s ber Toahwn Angaernn 2082 (Auwditad)
federborrn Keapriah, keciali dinyoabiokon ot}

Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Hulkum dan HAM;

11) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan no.
FPER-%V/PB/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peanerimaan dan
Pangeluaran Negara Tahun Anggaran 2021

A2 PROFIL DIREKTORAT PEMASYARAHATAN
Gomboron Umum Direlg gral Pemowoarakotan

Sistem per 2 pelanggar hukum di Indonesia
ang hukum pada khususnya dan
a pada umumnya, tidak dapat

dari wi ke wakiu, baik dalam ska A5 regional maupun
. Sisterm perlakuan tarsabut pral dengan nama Sistam
atan yang mengatur kebijakar rhadap pelayanan tahanan,
bends sitaan dan barang rampase
dan pambimbingan klien Pemas)

Pemasyarakatan disamping | juan untuk mangembalikan
pan Pemasyarakatan sebagai _ a yang baik juga bertujuan

n, Marapidana, Anak  Didik
atan berhak mendapat pembinaan
rohani dan jasmani sera dijamin hak-hak mercka untuk menjalankan
ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak
lain, memperoleh informasi baik metalui media cetak maupun elektronik,
mempearoleh pendidikan vang layak dan lain sebagainya. Untuk
melaksanakan sistem pemasyarakat tersebut, diperiukan juga keikutsartaan
masyarakal, baik dengan mengadakan kearja sama dalam pembinaan
maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan
Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Dari Sistem Pemasyarakatan ini lahir organisasi Direktoral Jenderal

Pemasyarakatan sebagal pelaksana tugas dan fungsi Pemasyarakatan.
Dalam tahapan Sistem Peradilan Pidana, periakuan terhadap pelanggar
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XXXVIII

Ihvektoral Jenderil Pemosyarakaton

Cantirtiyn atos Loporan Kesangan - Penjelosan Ulmam
Por 21 Desemdwer Toadien Anggaran 3032 (A pdibed)
{efealprn. Rupiah, kecwali aivgyabolan dain )

hukum masuk dalam tahap setelah pengadilan (post adjudikasi). Dalam
tahap Inilah Sistem Pemasyarakatan berperan dalam pembinaan
narapidana, Mamun  dalam  kenyalaannya, Direkiorat  Jenderal
Pemasyarakatan sudah turut berperan pada tahap sebelum pengadilan (pra
adjudikasi) seperti pelayanan dan perawatan tahanan (Rutan),
Pendampingan dan mediasi {Bapas) sera penyimpanan benda sitaan
{Rupbasan). Maka kedudukan Sistemn Pemasyarakatan, atau dalam hal ini
Direktorat Jenderal Pe rakatan sebagal pelaksana sistern tersebut
sangat signifikan, tid a tahap post adjudikasi, namun juga pada
tahap pra adjudik

sarkan Permenkurmham - No, Tahun 2021, luggs dar
enderal Pemasyarakatan adala nyalenggarakan perumusan
sanaan kebijakan di hbidang pemasyarakatan sesual dengan
paraturan - parundang-undangan lam melaksanakan tugas
na dimaksud di atas, Direkt Jenderal Pemasyarakatan
arakan fungsi:
san kebijakan di bidang regisirasi

na, pembimbingan klien, pange
barang rampasan r

anan tahanan, pembinaan

n anak, pangalolaan banda
dan ketertiban,
an, serta teknologi

registrasi,

pelavanan (@ahanan,
ngan klien, pengentasan anak,
pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Megara, keamanan dan
ketertiban, kesehatan dan perawalan narapidana dan tahanan, sena
teknologi informasi pemasyarakatan;

= pambearian bimbingan teknis dan supearvisi di bidang registrasi, pelayanan
tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan
anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan MNegara,
keamanan dan kefertiban, kesshatan dan perawatan namapidana dan
tahanan, sera teknologl informasi pemasyarakatan;
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XXXIX

Ihivektorat Jdimderal Pemasyerakotan

Cerdentan afas Laparan Kenongos — Pengelasan Loam
Per 31 Desembwer Tahun Anggaran 2028 (Audited)
fefanlivmn Rripbenh, keewali divearakan fain)

= pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi,
pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien,
pengentasan anak, pengeloclaan benda sitaan dan barang rampasan
Megara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana
‘dan tahanan, serta teknologi informasi pamasyarakatan;

« pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; dan

28 Tahun 2014, Divisi

ganakan sebahagian tugas
Dalam melaksanakan tugas

enderal Pemasyarakatan di Wilay
isi Pemasyarakatan berfungsi :
pan dan Pengendalian pelaksar
an | pemasyarakatan,  pengentd anak, Iinformasi dan
asi, keamanan, kesehatan dan pe atan narapidana / tahanan,
gelolasn benda sitaan dan bara pasan negara;

tugas leknis di bidang

aan kerjasama, pemantauan evals
tugas ieknis di bi ' masyarakatan,

tan dan anggaran di lingkungan

Divisi Pemasyarakatan dan

« Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan, pengelolaan sumber
daya manusia, sarana dan prasarana, sera administrasi keuangan di
lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, berkoordinasi
dengan Divisl Administrasi.

C. Tugas Dan Fungsi Satker Pemasyarakatan

Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan merupakan unit yang
mealaksanakan tugas teknis operasional. Berikut ini adalah tugas dan fungsi
Satker Pemasyarakatan:
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Dhivsleboret ohercferind Pemosyerokaton

Cerdertaan enters Laporon Kewangen - Pengeloson im
Per 31 Descoiler Tohiwn Anggoren 2022 (Audited)
fdolorn Rupioh, kernali dinyotakan bin)

Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengarub transaksi dan peristiwa lainnya pada saal transaksi dan peristiwa
itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan
disajikan dengan basis kas. Basis kas adalabh basis akuntansi yang
meangakui pengaruhi tra si atau peristiwa lainnya pada saat kas atau
. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (S n dalam Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 201 ; : | Pemarintahan.

satara kas diterima

uran adalah proses penetapan ¢
setiap pos dalam laporan keu
Direklorat Jenderal Pemasyar n dalam penyusunan dan

uang untuk mengakul dan

dan dinyatakan dalam mata vang rupiah,

KEBIJAHKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Semester | Tahun Anggaran 2022 yang berakhir per 30
Juni 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerntahan (SAP),
Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aluran-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu
entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah
merupakan kebijakan wyang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal




XLI

Diveletewrat ahemoherod Peaios o roafolan

Catataon atns Laporan Kewongan - Penjelosan Lovgm
Farr £1 Dewembirr Todvan Anggoran 2022 (Audited)
felndermn Rupiah, kecsoli dinvotakan lein)

Pemasyarakstan yang merupakan entitas pelaporan dar Kementerian
Hukum dan HAM RI. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan
kaidah-kaidah pengelolaan keuwangan vyang sehat di lingkungan
pemerintahan.

Kebijakan Akuntansi yang beriaku di lingkungan Kementerian Hukum
dan Hak Asas: Manusia diatur dalam Keputusan Mentern Hukum dan Hak
Asasi Manusia Rl Nomor M.HH-02.KU.05.01 Tahun 2018 tentang Kebijakan
Akuntansi Berbasis Ak antefian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
meangatur transaksi
Hak Asasi Manu

1. Pendapatan

i pandapatan - LRA dilaksanaka
membukukan penearimaan brut
a (setelah dikompensasikan deng

atan-LRA disajikan menurut klasif \

n—LO
atan-LO diakui peda saat timbuls

PNBP Umum merupaléan PNEF yang diperoleh dari Pelaksanaan
Kegiatan dengan menggurakan Anggaran DIPA dan atas pemanfaatan
BMN milik msasing — masing satker, yang dikategorikan sebagai berikut:
A, Akun 4251 - Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN,
terdiri dari

&  Akun 425121 s.d. 425129 digunakan untuk mancatat pendapatan
dari pemanfaatan BMN milik satker ybs, yang dibiayai dengan
DIPA Satker ybs, seperti pendapatan dar penjualan  hasil
bongkaran bangunan, hasil lelang kendaraan dinas, dil
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XLI

Ihrektorat Jdenderal Pem osvierobaton

Cintaatar obas Laporan Kewangan — Pengeliscan O
Par X1 Desember Tohun Anggoran 2032 (Andited)
falerfam Rupdoh, kecwali dinvatolan fein )

=  Akun 425131 - Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan,
digunakan uniuk mencatat pendapatan yang diperoleh dari sewa

rumah dinas milik satker ybs.
B. Akun 4257 - Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening dan

Penyelesaian Ganti Rugi, terdir dari:

1. Akun 425791 — Pendapatan Penyelesaian Ganti Rugi Negara
Terhadap Pegawai Megeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,
digunakan un gncatat pendapatan ganti rugl atas karugian

oleh pegawai negerl selain bendahara

saian Ganti Rugi Negara
k mencatal pendapatan
dilakukan oleh bendahara
an kewajbannya secara
bkan terfadinya kerugian

erhadap Bendahara, digunakan
anti rugi Stas kerugian negara ys
yang melanggar hukum atau mel
sengaja ataupun tidak yang m&n‘

Bars
n 4258 — Pendapatan Denda gunakan akun 425811 —

an Pemernntah digunakan

2. 425012 - Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL
3. 425813 - Penenmaan Kembali Belanja Modal TAYL

Kesaluruhan akun tersebut diatas digunakan untuk mencatatkan
pendapatan pengembalian belanja pegawai, belanja barang maupun
belanja modal dari Tahun Anggaran Yang Lalu yang disebabkan
karena adanya salah perhitungan dan temuan Hasil Pemeriksaan
baik oleh APIP maupun oleh BPK,

PMNEBP FUNGSIONAL marupakan Jenis PNBP sebagaimana diatur dalam
Paraturan Pemerintah Rl Nomor 45 tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis
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XLI

Irektorat Jendercl Peeossyoraboalon

ratiatogn felas .Lqr.lnnnl .Fﬁ'w-uwlu - H'njrﬁ:ln:m. § Frrvaanr
Per 38 Deserndwr Tahane Anggaran 2022 (Andited )
felcaleren Kupiah, heeandi dinyotodkon fom )

dan Tarit atas Jenis Penarimaan MNegara Bukan Pajak yang Beriaku di

Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang meliputi

pendapatan dari:

A, Akun 4252 yang digunakan adalah akun 425219 — Pendapatan
Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya, digunakan untuk

mencatatkan beberapa pendapatan kegiatan dalam rangka
rian warga hinaan pemasyarakatan, baik dalam

cara bermitra dengan pihak keti biaya sepenuhnya oleh
pihak Mitra Kerja. Kerjasama te dapat dilakukan baik dalam
hal pelaksanaan dan pangelols; egiatan Bimbingan Kerja
maupun dalam hal pemasaran ‘

pandapatan yang diperoleh darn gunaan jasa tenaga kerja
WBP pada sualu kegiatan produk: a mitra kerja yang dibiayai

sepenuhnya oleh mitra kera.

h pihak lain

B. Akun 4253 - pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan
Keagamaan, dengan menggunakan akun 425313 — Pendapatan
Layanan Kesehatan untuk mencatatkan pendapatan atas jasa
kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Pengayoman.

Pendapatan yang berasal dari BPJS pada Fasilitas Kesehatan diakui
sesual ketentuan yang berlaku pada Peraturan terkait Dana Kapitasi
dengan akun 425311 — Pendapatan dr BPJS Kesehatan pada
Fasilitas Kesahatan Tingkat Partama (FKTP).

Pendapatan penjualan hasil kegiatan kerja narapidana dan atau kegiatan
industri di akui pada saat telah ditentukan berapa jumlah yang akan
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XLIV

INrekioral denderad Pemosyorakoatog

Catbentirn tndire Lapoaron Kenongan — Pesgpelasan miem
Per 31 Desesi ber Toahin Anggoran 2022 (Audited)
it Bragricah, becunlds dirviimkon fain)

disetorkan ke kas negara. Khusus pada kegiatan penjualan ternak sapi,
ikan dan unggas yang dilakukan melalui mekanisme lelang diakui satalah
proses lelang selesal dilaksanakan dan harga jual lelang disepakati
bersama sebesar nilai bruto lelang.

- Pendapatan penjualan hasil kegiatan kerja narapidana dan atau kegiatan
industri dinyatakan dalam nilai rupiah dengan diukur bardasarkan :

« Harge jual yvang h ditetapkan setalsh memperhitungkan upah dan

premi narapid

ang tercantum dalam dokumen lelang;

ja yang berasal dafd PNBP atas f unaan Dana Kapitasi diakui
saal terjadi pengeluaran kas dari

ja yang berasal dari hibah lﬂl'ms rupa uang diakui pada saat
eluaran tersebut telah disah cleh Kantor Pelayanan
ndaharaan Megara (KPPN) Khus ibah dengan dikeluarkannya

ast ekonomi / jenis belanja dan
selanjutnya  klasifikasi berdasarkan organisasi dan  fungsi  akan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

= Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset;
dan terjadinya panurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

= Baban disajikan menurut kiasifikasi ekonomi /[ jenis belanja dan
selanjutnya kiasifikas! berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.




XLV

Fhervkitornd Jerdero! ﬁwlml;lnmhl‘un

Cotolon aias Loporan Kenangan - Penjelasan Unvam
Per 34 Desembwr Tofuen Anggorun ME2 (Andited )
fbetimen Rupiah, keenali dinyvatoalon b

5. Aseat
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.
a) Aset Lancar

« Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam
bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan Kurs
tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

« Piutang diakui apa hi kriteria sebagai berikut:

Perbendaharaan/Ganti Rugl apabila
telah ti i gan Surat Keterangan Tanggung
annya surat keputusan yang

[=]

g yang timbul dari perikatan di pabila terdapatl peristiwa
manimbulkan hak tagih dan didu dengan naskah perjanjian
menyatakan hak dan kaumﬁan ra jelas serta jumiahnya
diukur dengan andal.

ng yang timbul diakhir tahu
n Belanja Pengadaan B;
balikan olah rekanan ke kas nd

Makanan wyang belum
sampal dengan tanggal
i shhb:

: yang belum dikembalikan oleh
pegawal ke kas negara sampai dengan tanggal akhir pambukuan di
31 Desember xxxx. . dengan jumnal sbi:

(D) 115211 Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak HAHHAK K
(K} 511122 Beban Uang Makan PNS WM

o Pilutang yang timbul dari hasil audit Inspektorat Jendaral dan/atau
hasil audit Badan Pemarksa Keuangan (BPK) yang didukung dengan
adanya Laporan Hasil Pemeriksaan yang menyalakan besarmya
jumilah kewajiban =i terhutang dan adanya jaminan pembayaran
piutang, pengakuan dilakukan dengan jumnal :

(D) 115212 Piutang Lainnya HHHANK
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Eireltorad Jewderald Pesoosvarmbofon

Cratenteens exfren Leypporan Kewrngoeee - Pewifoedasaen [l
Py 31 Besemiber Tabiun Anggaran 2082 {Andited)
fefeabaarn Rupierks, beewnli dimyatalan fain)

(K) 425912/425913 Penarimaan Kembali Belanja Barang
{ Modal Tahun Anggaran Yang Lalu ... AAMHNN

=  Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net

realizable valug). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan
piutang tak tefagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang
yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagiban yang
dilakukan pemerintah. Pathilungan penyisihan piutang adalah sebagai
berikout:

= Taf Penjualan Angsuran (TPA) dan T an Ganti Rugi (TGR) yang
tuh tempo 12 (dua belas) I'.'H..Ihn 56 tangoal neraca disajikan
i Bagian Lancar TPA/TGR.

fisik pada tanggal

roleh dengan pembalian;
ngan memproduksi sendiri;

= harga wajar alau estimasi nilal penjualannya apabila diperoiah
dengan cara lainnya.

= Temasuk ke dalam barang persediaan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan barang yang bernujuan peruntukan awalnya untuk
diserahkan/dijual kepada masyarakat atau pihak lain dalam rangka
kegiatan Direktoral Jenderal Pemasyarakatan seperti Alat Tulis
Kantor (ATK), Sarana makan minum, tes urine, mairas dan Obat —
obatan.

= Alal bengkel tak bermasin harganya dibawah 300 ribu termasuk
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Ihredeborad Jevrilerad Pepoayvoarnbeation

Clatentan atos Loaporan Keuanigon — Pesfedasbon Ulmum
Per 31 Deseimber Toahun Anggaron H22 (Audited )
fadenfineer HHPM, fewerrnanfi rﬁrl‘ynfn.tuu .‘rriu,l

gembok, borgol, tes urine, sarana makan minum dan matras dicatat
sebagai persediaan.

= Persediasn Ditjen Pemasyarakatan meliputi segala jenis persediaan
yang wajar dimiliki oleh suatu entitas akuntansi dengan kekhususan

pada adanya pengakuan persediaan atas Amunisi dengan akun
117112

b) Asal Telap

= Milai Aset berdasarkan harga perclehan atau harga

algaran untuk per satian )
lah raga yang nilainya sama den tau lebih dari Rp 1.000.000
satu juta rupiahj;

engeluaran untuk gedung dan an yang nilainya sama
engan atau lebih dan Rp EEMD ua puluh lima juta rupiah);

engeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
apitalisasi tersebut di atas, di -
engeluaran untuk tanah, jatan/

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap;

o Tanah;

o Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

o Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber
sah atau dalam kondisi rusak berat danfatau usang yvang telah
diusulkan kepada Pangelola Barang untuk dilakukan panghapusan.

« Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Asel Tetap dilakukan
setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu,

= Panyusutan Asel Tetap dilakukan dengan menggunakan matoda
garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan
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Dipekinrat Jenderal Powiasyaraboaion

Cadalan atas Loaporan Kevongan - Pergelnson leoam
Paor 31 Dewemnber Tahun Anggaran 2022 (Audited)
fefelany. Rupink, keewali dinyatakan onin)

dari Aset Tetap secara merata setigp semester selama Masa Manfaat.

#« Masa Manfaat Asst Tetap ditentukan dengan berpedoman
Keputusan Menter Keuangan MNomor: SS/KMK.06/2013 tentang Tabel
Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa
Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagal berikut:

2 s.d. 20 tabun
10 s.d. 50 tabun

5 s.d 40 tahun
4 tahun
d. Piut
- i Jangka Panjang adalah pittang v akan jatuh tempo atau akan
asikan lebih dar 12 bulan sejak tan petaporan.
. Penjualan Angsuran (TPA), Tag Tuntutan Perbendaharaan
daharaan’ Tuntutan Ganti Rugl (TH R} dinilai berdasarkan nilai

| dan disajikan sebasar nilai yang d direalisasikan.

e = iy nﬂ'

. asel letap, dan
va adalah aset tak
po lebih dari 12 {dua
ga (kemitraan), dan kas

b) Asest Tak Berwujud (ATH) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan
tidak mempunyal wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam
menghasilkan barang alau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya
termasuk hak atas kekayaan intelekiual.

o Asel Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilal tercatal neta yaitu
sebesar harga perolehan setelah dikurang akumulasi amortisasi.

o Amortisasi ATB dengan masa manfaal terbatas dilakukan dengan
metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan
masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

+« Masa Manfaat Asel Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman
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Dhivedetarest Jencbernl Pemioasyoarilaton

£ entinlornn arfoan .anm !ﬁ!‘m}iﬂm - .Hrlu"n'udﬁ'n [ Sepiianin
P 31 Dewevbaer Tohiean Angaporan 2022 (Awdited )
fifarfaem Rapiah, kecanli dinvatalon fmin)

c) A

Keputusan Menteri Keuangan Nomor B6200KM.B/2015 tentang Masa
Mantaai Datam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak
Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat

Secara umum tabsl masa manfaat adalah sebagai berikut:

S;afm Homputar
Franchise

10

Lain-lain berupa aset tetap

: ntah  yang dihantikan dari
unaan operasional entitas, disaj

sabesar harga perolehan

kewajban jangka

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagal kewajiban jangka pendak jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan
setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Ulang Kepada Pihak Ketiga, Belanja
yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian
Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang
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iredetarat Jemdernl Pemoasyarokaton

Coterban s Laporan Kevangan — Pewpelasan Lmunm
Per 31 Desember Todin Anggaron 2022 (Audited)
(ko Rupidah, becwnli dinyatedkan fein)

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam wakiu lebih dan dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan.

= Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban
pemeriniah pada saal pertama kali iransaksi berlangsung.

7. Hibah

Penerimaan Pe ng berasal darifuntuk badanflembaga DN
ara asing, badan/embaga asing.
tuk devisa, rupiah maupun barang

pelatihan yang tidak perlu

Langsung Bentuk Uang
langsung dalam bentuk uang dics
idak melebihi saperti yang dialokas
but diungkapkan apakah dikemba
balikan kepada negara, atau dibe
an paranjian dengan si pembern hi

ebasar hibah yang dibarikan
dalam DIPA. Sisa dari hihah
kepada pamben hibah atau
n pembelian barang sesuai

status hibah wajib

ralatan dan mesin, ataupun gedung
dan bangunan yang dibari si pamberi hibah. Diterangkan tetang
nomof registrasi hibah, status hibah, pemberi hibah.

Untuk pendapatan hibah, meskipun Satker pada K/L menerima
uang/barangfjasa, secara langsung dar pensrima hibah, namun Satker
tidak melakukan pencatatan hibah tersebut. pendapatan hibah dicatat
oleh Dit-EAS pada DJPPR selaku WAKPA BUN Pengelolaan Hibah.

8. Ehuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara asal dengan kewajiban dalam
satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam
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Cirtatan atas Laporan Reoangen — Peogelasoan L
Por 31 Bewemiber Tohan Anggoron 2022 (Audited)
feleabom Bupiali, becaali dinvobabon foin)

Laparan Perubahan Ekuitas.

9. Transaksi Spesifik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Salah satu transaksi spesifik yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal
Pamasyarakatan adalah adanya transaksi Transfer Keluar dan Transfer
Masuk (TK/TM) Balanja Barang yang Masih Harus Dibayar dan Belanja
Barang yang Dibayar, a atas transaksi pambayaran tagihan langgaran

listrik pada satua gr) pemasyarakatan melalul DIPAfAnggaran
yang ada di Ka i Jenderal Pemasyarakatan. Transaksi ini
terjadi karg i 5 gmbayaran langganan daya dan jasa

tal bagl kelancaran operasional 4 sangat mendukung keamanan
ertiban pada satuan kera vang bers

karja yang mengalami kekurangs ggaran daya dan jasa listrik
phun @anggaran berjalan dapat me|
a1l Pemasyarakatan untuk menyels an tagihan listriknya dengan
rhatikan ketersediaan anggaran lan 3
al Jenderal Pemasyarakatan. Bagl an kerja yang minta bantuan

akuan akuntansi atas
Ic daya dan jasa satker
Pemasyarakatan.

Perlakuan i diatur lebih lanjut pada Kebijakan
Akuntansi Akrual atas Transaksi Transfer Keluar dan Masuk (TK/TM)
Belanja Barang yang Masin Harus Dibayar dan Balanja Barang yang Dibayar
Dimuka datur pada Surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomaor
PAS-04_KU.03.01 Tahun 2020 tanggal 16 januari 2020

A.T INDIKATOR PELAKSANAAN ANGCARAN
Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dalah indikator yang ditetapkan aleh
Kementarian Keuangan salaku BUMN untuk mengukur kualitas kinerja
pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA
digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
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A.9 AUTOMATIC ADJUSMENTBELANJA TA z022

Sesuai arashan Presiden pads Sidang Kabinet Paripurna tanggal 17
MNovember 2021 yang menyatakan bahwa perlu dilakukan langkah strategis
Tahun 2022 dalam rangka mitigasi dampak berlanjut dan memburuknya

kondisi pandemi Covid-19 dengan pencadangan anggaran belanja
(Automatic adjusment) sebasar 5 % setiap Kementerian / Lembaga.

Menindaklanjuti arahag
1088/MK.02/2021

gabut, Menteri Keuangan melalui surat nomor S-
Movember 2021 tentang pencadangan
stment) Kementerian / Lembaga pada TA
2022 setis i 3 gn usulan pemblokiran sekurang -
pa Rupiah Mumi.

A.10 ROLL OUT SAKTI FULL MODULE
SAKTI, berbagai fungsl pengelola:
satu sistem. Mulai dar tahap
gungjawaban, mulal tngkal satl
erian lambaga.

mangusung konsep basis data |

eLangan negara dilaksanakan

gnyusunan sampal dengan
kerja atau satkar hingga

jgal (single database) yang

perbandaharaan yang
mudah dan cepat.

Jenderal Pemasyarakatan
31 Desembar 2022, telah
menarapkan roll out SAKTI full modul.

Hal | 37



LI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUELIK INDONESIA
DIREXTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSE DI JAKARTA
KPP JAKARTA V

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 409263
SAMPAI DENGAN PERIODE 202212

No Janis Rekon 0 T ilai SPAN i SAKTI Salish

1 _[Pagu Belanja 674582412000 974 582,412,000 0
2 [Belana G ATDSI5] AT ATYS3E84 0
3 |Pangembatan Belarja’ <1866 058 420 | 566,055 428 [
4_[Estimasi Pendapalan 308 000 53,895,000 0
§ |Pendapatan Bukan Pajak 4,713/068,29 9,733,088,292 0
f |Pzngcmbaian Pendapatan Elkan Fajak i [ 0
7 |Pangembatan Pajak L 0 0
B |Mutasi Uarg Petsediaan L ] 0
1 |Kas di Bendahara Pengelusean ] [ 0
10 |Kas pada Badan Layanan Umum 0 ] 0
11 [Kas Lainnya iR dari Hibah 0 0 0
12 |Pengesahan HibahLangsung Bareng!Jasa/Surat Berharga 5,251 460 5,251 460 0

Dl scara 1l ' angel
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W ancara dengan Kasubbag Perbendaharaan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan (1bu Ika Rah Utami, S.E., M.E.) Senin, 12 Agustus 2024

LIV

Lampiran 7 Dokumentasi Pelaksanaan Pendlitian

Ty

Wawanearadengan Penyusun L aporan Keuangan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan (Bapak Anggia Siahaan) Jumat, 6 September 2024

...

Wawancara dengan Penata K euangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
(Ibu Danik Purbaya) Kamis, 12 September 2024
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